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CATATAN REDAKSI

Reformasi menjadi jembatan perubahan
kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia.
Setelah lebih dari satu dekade reformasi,
nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi
masih menjadi pekerjaan rumah yang tak
mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek
hak asasi manusia dan militer.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini
menyajikan delapan artikel yang membahas
topik-topik yang terkait dengan Demokrasi,
HAM dan militer. Artikel pertama yang
ditulis oleh Firman Noor, ” Fenomena Post
Democracy Party Di Indonesia: Kajian
Atas Latar Belakang, Karakteristik dan
Dampaknya”, memperlihatkan bahwa saat ini
beberapa partai di Indonesia memang memiliki
karakter partai post democracy. Namun, secara
umum karakter itu bukan merupakan sesuatu
hal yang permanen mengingat cenderung
berpotensi semakin luntur seiring dengan
makin lamanya partai-partai itu berkecimpung
dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai
berkarakter post-democracy itu ditengarai
merupakan dampak dari kondisi kehidupan
politik yang sudah bergeser dari bentuk
demokrasi yang dianggap ideal.

Artikel berikutnya, “Pengawasan
Intelijen Demokratik sebagai Instrumen
Pencegahan Pelanggaran HAM”. Artikel
yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas
mengenai Salah satu penyebab terjadinya
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi
negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen
yang dilakukan secara demokratis. Tulisan ini
juga membahas mengenai contoh pelanggaran
HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di
Indonesia.

Persoalan reformasi Polri juga menjadi
bagian yang dibahas pada edisi ini dalam
artikel “Polisi Sipil (Civillian Police) dalam
Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara
Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian”
yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel
ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri
sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi
dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini
disertakan dengan berbagai problematika

yang dihadapi Polri, sehingga acapkali
membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara
menjalankan fungsinya dengan ketat namun
berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM,
atau membuat pilihan-pilihan strategis yang
dapat menyokong citra Polri dalam koridor
sebagai Polisi Sipil.

Sementara itu, artikel “Kebijakan
Keamanan  Maritim Di  Perbatasan
Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut
Sulawesi — Laut Sulu” yang ditulis oleh Ismah
Rustam. Tulisan ini membahas mengenai
kebijakan keamanan maritim pada wilayah
Laut Sulawesi — Laut Sulu yang sering kali
dihadapkan pada permasalahan kejahatan
terutama penyanderaan dan pembajakan kapal.
Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan
Filipina telah melaksanakan patroli bersama di
kedua perairan namun angka tindak kejahatan
di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.

Artikel selanjutnya membahas tentang
“Poros Maritim Dan Tantangan Laut
Tiongkok Selatan” yang ditulis oleh Deasy
Silvya Sari. Tulisan ini bermaksud untuk
mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia
dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau
dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.
Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M.
Mengko berjudul “Pelibatan TNI dalam
Kontra Terorisme Di Indonesia” membahas
mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada
derajat dan konteks tertentu memang dapat
mendukung upaya penanggulangan terorisme.
Namun memberikan kewenangan TNI yang
setara dengan Polri (dalam menangani aksi
terorisme) justru akan menimbulkan berbagai
persoalan baru: kontra-produktif terhadap
upaya kontra-terorisme dan pembangunan
profesionalisme militer, serta menempatkan
kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Persoalan pengadilan hak asasi manusia
juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui
artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti
Dewi dengan judul “Penguatan Perlindungan
Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak
Asasi Manusia”. Atikel ini menguraikan
perlunya pembenahan perlindungan saksi
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terutama dalam konteks legislasi untuk
mendukung  kemampuannya berkontribusi
bagi terciptanya fair trial Pengadilan HAM.
Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie
Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti
dengan judul “Respon Pemerintah Dalam
Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh
Gerakan Islamic State Di Indonesia”.
Artikel ini membahas mengenai perkembangan
Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal
tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia.
Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan
teori pengambilan keputusan untuk membahas
bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi
kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara
Islam di Indonesia.

Selain delapan artikel, nomor ini juga
menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian
yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian
Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis
oleh Atika Nur Kusumaningtyas, “Perempuan
Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki
Lokal”. Penelitian ini menemukan bahwa
perempuan kepala daerah yang berasal dari
kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari
oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka
mengalami kesulitan menjaga independensi
terhadap para oligark, yang megakibatkan
lemahnya  kinerja =~ dalam  mendorong
demokratiasi lokal dan kepentingan praktis
gender di daerahnya

Naskah kedua, “Faksi Dan Konflik
Internal Partai-Partai Politik di Indonesia
Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri
Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa
hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya
ideologi partai, melembaganya kepemimpinan
partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi
partai yang cair, inefektivitas aturan hukum
formal, serta kombinasi sistem proporsional
terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem
multipartai ekstrim. Konflik adalah problem
yang memiliki dampak buruk bagi partai karena
diantaranya mampu mengganggu rekrutmen
partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena
itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi
konflik adalah suatu kepatutan.

Pada penerbitan kali ini kami juga
menghadirkan review buku karya Veri R. Hadiz
dengan judul “Islamic Populism in Indonesia
and the Middle East” dan Michael Buehler
berjudul “The Politics of Sharia Law: Islamic
Activist and the State in Democratizing
Indonesia” yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief
Metera. Dua publikasi ini telah memajukan
literatur tentang agama dan politik di Indonesia
dengan menawarkan pendekatan analitis baru
dibandingkan dengan pendekatan kultural dan
institusional yang selama ini dominan. Buku
dari Buehler secara khusus telah lebih baik
menjawab tantangan dari Benedict Anderson
untuk memahami motif unik dari politik kaum
relijius di Indonesia dibandingkan dengan
buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih
melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari
perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat
dari memfokuskan perhatian pada lemahnya
kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam
politik sebagai indikator. Namun, kedua buku
seyogyanya disambut dengan hangat oleh para
pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus
kami sampaikan kepada para mitra bestari
dan dewan redaksi yang telah memberikan
komentar atas semua naskah artikel yang masuk
untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap
hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini
dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi
maupun kajian mengenai Perkembangan
Demokrasi, HAM dan militer.

Selamat membaca.

Redaksi
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DDC: 321.8
Firman Noor

FENOMENA POST DEMOCRACY PARTY
DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR
BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN
DAMPAKNYA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125

Di era demokrasi saat ini beberapa partai
di Indonesia nampak memiliki karakter unik
dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan
bukan pula merupakan sebuah institusi yang
awalnya adalah perantara antara anggota
parlemen dengan masyarakat. Kehadiran
partai berkarakter post-democracy itu sendiri
ditengarai merupakan dampak dari kondisi
kehidupan politik yang sudah bergeser dari
bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan
menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch
artikel ini membedah latar belakang dan karakter
partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji
sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut
sebagai post-democracy. Pada bagian akhir
artikel ini akan membahas berbagai potensi
dampak yang ditimbulkan. Secara umum,
tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini
beberapa partai di Indonesia memang memiliki
karakter partai post democracy. Namun, secara
umum karakter itu bukan merupakan sesuatu
hal yang permanen mengingat cenderung
berpotensi semakin luntur seiring dengan makin
lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam
kehidupan politik riil.

Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik,
Oligarki, Regulasi.

DDC: 355.00092
Sri Yanuarti

PENGAWASAN INTELIJEN
DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN
PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 127-147

Salah  satu  penyebab  terjadinya
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi
negara adalah tidak adanya pengawasan
intelijen yang dilakukan secara demokratis.
Khusus pada negara-negara yang berada
pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim
demokratik, pengawasan institusi intelijen
secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini
dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada
masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi
untuk melindungi pemimpin yang otoriter
atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya.
Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani
kepentingan politik daripada pembuatan
kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan
ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3)
Petugas intelijen atau kebijakan intelijen
diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau
partai politik, yang berafiliasi pada institusi
intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen
secara demokratik menjadi penting mengingat
sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang
disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang
ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan
secara bebas karena mereka memiliki hak
kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa
prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan.
Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa
lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen ’hitam’
secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi
ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari
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kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk
menghancurkan komunisme di Indonesia.
Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala
besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga
puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang
menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih
diitujukan untuk mengatasi ancaman yang
datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang
terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor
Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung
Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius
(Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus
penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-
1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang
saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa
untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi,
Pelanggaran HAM

DDC: 361.24
Sarah Nuraini Siregar

POLISI SIPIL (CIVILLIAN POLICE)
DALAM REFORMASI POLRI:
UPAYA & DILEMA ANTARA
PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI
KEPOLISIAN

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah
perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan
pekerjaan mudah karena identitas Polri saat
masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari
watak militeristik dan sarat dengan pola tindak
kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji
dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi
Sipil selama masa reformasi dalam konteks
Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan
berbagai problematika yang dihadapi Polri,
sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi
dilematis; antara menjalankan fungsinya
dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu
pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-
pilihan strategis yang dapat menyokong citra
Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu
Pelanggaran HAM

DDC: 320.12
Ismah Rustam

KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM
DI PERBATASAN INDONESIA : KASUS
KEJAHATAN DI LAUT SULAWESI —
LAUT SULU

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 165-181

Tulisan ini  membahas  mengenai
kebijakan keamanan maritim pada wilayah
Laut Sulawesi — Laut Sulu yang sering kali
dihadapkan pada permasalahan kejahatan
terutama penyanderaan dan pembajakan kapal.
Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan
Filipina telah melaksanakan patroli bersama di
kedua perairan namun angka tindak kejahatan
di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.
Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini
yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana
pemerintah  perlu melakukan pendekatan
diplomatik dan membentuk rezim kerjasama
yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara
yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar
di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak
lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah
dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya
Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut
Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran
yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat
Malaka membuat penurunan angka kriminalitas
dan meningkatkan angka keselamatan navigasi.
Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi
— Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup
kuat dalam pengamanan lautnya.

Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi
— Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial

DDC: 959.164
Deasy Silvya Sari

POROS MARITIM DAN TANTANGAN
LAUT TIONGKOK SELATAN

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 183-196

Perlombaan reklamasi pulau sedang
berlangsung di Laut Tiongkok Selatan
sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan
reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-
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negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
yang mengembangkan Fiery Cross Reef seluas
3.000m2, Vietnam yang mengembangkan
Spratly Island seluas 550 m2, Malaysia
yang mengembangkan Swallow Reef seluas
1.368m2, Filipina yang mengembangkan
Thitu Island seluas 1.000m2, dan Taiwan yang
mengembangkan [tu Aba seluas 1.195m2.
Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan
berpengaruh pada zona ekonomi ekslusif
(ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN,
termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian
sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah
diupayakan baik secara bilateral, maupun
regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen
kesepakatan telah dihasilkan antara negara-
negaraanggota ASEAN dengan Pemerintah RRT
namun belum mampu mengurangi ego pihak
bersengketa untuk menghentikan reklamasi.
Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai
pengembangan dan peningkatan kapabilitas
militer masing-masing negara bersengketa dari
sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang
digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai
rencana pembangunan wilayah maritim,
Pemerintah Indonesia perlu menata strategi
guna mengimbangi perlombaan reklamasi
pulau dan kapabilitas militer tersebut.
Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji
strategi Poros Maritim Indonesia dalam
menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan
kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.
Penulis melakukan studi literatur untuk
mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi
data, serta merancang strategi Poros Maritim
Indonesia dengan menggunakan Regional
Security Complex Theory (RSCT). Pemerintah
Indonesia perlu mendesain strategi outward
looking dalam desain Poros Maritim Indonesia
guna menangkal strategi negara-negara lain
yang mampu mengancam ketahanan NKRI,
khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi
pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok
Selatan.

Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan,
Poros Maritim, Regional Security Complex
Theory (RSCT),

DDC: 363.3
Diandra Megaputri Mengko

PELIBATAN TNI DALAM KONTRA
TERORISME DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia
(TNI) dalam menanggulangi aksi teror di
Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang.
Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI
menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi
teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-
Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian
Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI
berperan sebagai garda pendukung. Namun
wacana untuk mengembalikan kewenangan
TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air
terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen
bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks
tertentu memang dapat mendukung upaya
penanggulangan terorisme. Namun memberikan
kewenagan TNI yang setara dengan Polri
(dalam menangani aksi terorisme) justru akan
menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-
produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan
pembangunan profesionalisme militer, serta
menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia
dalam resiko.

Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer,
Terorisme
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PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN PADA PENGADILAN
HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 209-226

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-
Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah
menangani 18 perkara, tidak kredibel karena
mengandung banyak cacat dan kelemahan serta
mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu
alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat
menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan
tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat
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penting terutama dalam pelanggaran berat
HAM karena pelaku biasanya mempunyai
otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk
menghilangkan barang bukti, mempengaruhi
aparat penegak hukum maupun mengintimidasi
saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak
lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan
terdakwa. Paper ini hendak menguraikan
perlunya pembenahan perlindungan saksi
terutama dalam konteks legislasi untuk
mendukung kemampuannya berkontribusi bagi
terciptanya fair trial Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan,
Korban
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RESPON PEMERINTAH DALAM
MENGHADAPI PERKEMBANGAN
DAN PENGARUH GERAKAN ISLAMIC
STATE DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 227-242

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan
oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan
Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara
Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai
Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS)
adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang
bertujuan untuk membentuk sebuah Negara
Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak
tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara
Islam mendapat perhatian dari negara lain dan
pelaku lainnya dalam hubungan internasional.
beberapa dai mereka memberikan dukungannya
kepada Negara Islam sementara beberapa
lainnya menentangnya. Indonesia memiliki
sejrah panjang dalam menghadapi kekerasan
dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan
Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari
latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan
ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi
Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan
dukungan mereka terhadap Negara Islam.
Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia
khawatir karena usaha yang dilakukan militan
di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat
Indonesia bergabung dalam jihad di Irak
dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel

ini akan membahas tentang perkembangan
Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal
tersebut mempengaruhi  kondisi Indonesia.
Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan
teori pengambilan keputusan untuk membahas
bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi
kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara
IslamdiIndonesia. Hasil penelitianmenunjukkan
bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada
konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan
oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam
yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong
pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi
Negara Islam dan tindakan barbarnya, tetapi
juga tindakan Negara Islam dalam subversi
nasionalisme.

Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara
Islam, respon

DDC: 321.5
Atika Nur Kusumaningtyas

PEREMPUAN KEPALA DAERAH
DALAM JEJARING OLIGARKI LOKAL

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264

“Kerabatan” adalah salah satu faktor
penting di balik kemunculan para perempuan
kepala daerah. Dengan menggunakan metode
kualitatif, penelitian ini menganalisis dua
perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi
Diany di Tangerang Selatan dan Anna
Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan
faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini
difokuskan untuk mengungkapkan kondisi
sosio-politik, ekonomi, dan historis yang
memfasilitasi kemunculan kedunya. Data
tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner
untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam
mendorong demokratisasi lokal termasuk
kepentingan praktis gender. Penelitian ini
menemukan bahwa perempuan kepala daerah
yang berasal dari kekerabatan yang kuat,
adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai
akibatnya, mereka mengalami kesulitan
menjaga independensi terhadap para oligark,
yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam
mendorong demokratiasi lokal dan kepentingan
praktis gender di daerahnya.
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Kata Kunci: perempuan kepala daerah, faktor
kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan
praktis gender.
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Aisah Putri Budiatri

FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL
PARTAI-PARTAI POLITIK
DI INDONESIA ERA REFORMASI

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279

Konflik internal dan perpecahan partai
merupakan persoalan pelik yang pernah
dialami oleh hampir semua partai yang
berkuasa di parlemen Indonesia selama era
reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun
Undang-Undang Partai Politik telah mengatur
secara khusus mengenai konflik partai dan
cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini
menemukan ada beberapa hal yang menjadi
penyebab konflik diantaranya ideologi partai,
melembaganya kepemimpinan partai yang
personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang
cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta
kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem
pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim.
Konflik adalah problem yang memiliki dampak
buruk bagi partai karena diantaranya mampu
mengganggu rekrutmen partai serta kinerja
elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk
mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu
kepatutan.

Kata Kunci: Faksi, Partai Politik, Konflik,
Reformasi
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MELIHAT AGAMA SECARA LEBIH
SERIUS: MELAMPAUI ASUMSI
SEKULAR DALAM MENELITI AGAMA
DAN POLITIK DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 281-288

Review ini membedah dua buku penting
dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul
masing-masing Islamic Populism in Indonesian

and the Middle East dan The Politics of
Shari’a Law: Islamist Activist and the State
in Democratizing Indonesia. Dua publikasi
ini telah memajukan literature tentang agama
dan politik di Indonesia dengan menawarkan
pendekatan analitis baru dibandingkan dengan
pendekatan kultural dan institusional yang
selama ini dominan. Buku dari Buehler secara
khusus telah lebih baik menjawab tantangan
dari Benedict Anderson untuk memahami motif
unik dari politik kaum relijius di Indonesia
dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di
sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus
kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis
sebagai akibat dari memfokuskan perhatian
pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor
Islam politik sebagai indicator. Namun, kedua
buku seyogyanya disambut dengan hangat
oleh para pelajar studi agama dan politik di
Indonesia.

Kata Kkunci: Politik kaum Islamis, Politik
Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia,
Demokratisasi.
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THE POST DEMOCRACY PARTY
PHENOMENON IN INDONESIA:
ASTUDY ON THE BACKGROUNDS,
CHARACTERISTICS, AND IMPACTS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 109-125

In the Indonesia current democracy
situation, several parties emerges with their
uniqueness, neither as parties that growth from
the society, nor as a mediator between Members
of Parliament and the people. Their presence
is believed as an impact of transformation that
becomes distance from ideal democracy in
the nowadays political condition. By mainly
implementing Colin Crouchs analytical frame
work, this article discusses the backgrounds and
characteristics some Indonesia contemporary
parties, and also examines to what extent
these parties could be categorized as a “post
democracy party”. In the last part of the
discussion, this article offers a perspective on
the possible impacts of the presence of this
phenomenon. In general, this article indicates
that some post democracy partys characteristic
are  relevant  and
characteristic. However, such characteristics
are not permanent and tend to be fade away.
This situation would potentially happen in line
with the intensity of those parties’ involvement
in the real political life.

Keywords: Post-Democracy, Political Party,
Oligarchy, Regulation.

becoming  parties’
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DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION
AS INSTRUMENTS PREVENTION OF
VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 127-147

One of the causes of human rights
violations committed by state institutions is the
absence of democratic intelligence oversight.
Especially in countries in transition from
authoritarian regimes to democratic regimes,
democratic oversight of intelligence institutions
is imperative. This is because, the intelligence
institutions of the past (authoritarian regimes)
usually serve to protect the authoritarian leader
or become a repressive tool for his society. As a
result; (1) Intelligence institutions serve more
political interests than policy-making; (2) The
established intelligence unit is intended for a
particular political purpose; (3) Intelligence
officers or intelligence policies are directed,
governed by political interests, or political
parties, affiliated with intelligence agencies.

In  Indonesia  democratic  oversight
of intelligence is important as the history
of intelligence in the past has been widely
misused to protect the existing regime, besides
the practice of intelligence is also done freely
because they have immunity rights under the
pretext that the principle of intelligence work is
confidentiality. In addition, the politicization of
intelligence institutions in the past is very high

In the Soeharto era, the ‘black’
intelligence practice was explicitly pursued to
deal with threats to political rulers. The focus
of intelligence activities at the time was aimed
at destroying communism in Indonesia. With the
Justification of these operations on a large scale
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run. This continued for thirty years in which
intelligence activities that justify human rights
abuses are more aimed at addressing threats
coming from within the country. The sequence
of cases that occurred from military operations
in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974,
Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting
case (Peter) in the 1980s, followed by cases of
activist disappearance during 1997- 1998 show
the dark face of intelligence that when it is used
as an instrument for the ruler to perpetuate his
power.

Keywords: Intelijen, Monitoring, Democracy,
Human Rights Violations
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CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM:
EFFORTS & DILEMMAS BETWEEN
ENFORCING HUMAN RIGHTS AND
POLICE FUNCTIONS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 149-164

Civillian Police is a major paradigm
change for Polri. This change is not easy
because when the police were still part of ABRI,
this institution is full of militaristic and violent
character. This paper will examine and analyze
the function of the Police as a Civillian Police
during the reform period within the scope of
the Police Reform. This analysis will explain
the problems faced by the Police, so that the
position of Polri becomes dilemmatic; between
carrying out its functions but has implications
on the issue of human rights violations, or
making strategic choices that can support the
image of the Police in the corridor as Civillian
Police.

Keywords: Civillian Police, Police Reform,
human rights violations
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MARITIME  SECURITY POLICY IN
INDONESIA’S BOUNDARY: CASES OF
CRIMINAL IN SEA - SULU SEA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 165-181

This paper discusses the maritime security
policy on the Sulawesi Sea - Sulu Sea which is
often faced with crime issues especially hostage
taking and hijacking. Though three countries;
Indonesia, Malaysia and the Philippines have
Jjoint patrols in both waters but the crime rate in
the region is still relatively high. The approach
to be seen in this paper is the formation of a
trilateral cooperation, in which the government
needstotake adiplomatic approach and establish
a binding cooperation regime. Indonesia as a
country with significant territorial interests in
the region must initiate follow-up of meetings
that have been held between the three countries.
Like the Malacca Strait, the sea channel of
the Sulawesi Sea border - Sulu Sea includes a
dangerous voyage route. The various regime
initiatives in the Malacca Strait have reduced
crime rates and increased the number of
navigational safety. While in the border region
of Sulawesi Sea - Sulu Sea has not seen the
regime strong enough in marine security.

Keywords: maritime security, Sulawesi Sea -
Sulu Sea, regime, territorial territory
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MARITIME NEXUS AND THE
CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 183-196

The island reclamation race has been
taking place in the South China Sea since
fifteen years ago. The reclamation race
was carried out by the governments of the
People’s Republic of China (PRC), Vietnam,
Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island
reclamation will affect the exclusive economic
zone (ZEE) of each ASEAN members, including
Indonesia. Dispute resolution efforts have been
sought both bilaterally and regionally. A series
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of agreement have been done, but it have not
been able to reduce the ego of disputed parties
to stop reclamation. Moreover, the reclamation
of the island accompanied the development
and enhancement of military capability of
each disputed country in terms of quantity and

quality.

In the design of the World Maritime Nexus
echoed by Indonesian Government as a maritime
development plan, the Indonesian Government
needs to set a strategy to offset the island
reclamation and military capability. This paper
intends to elaborate the strategy of Indonesian
Maritime nexus in the face of island reclamation
and military capability in the South China Sea.
The author conducted a literature study to
collect, analyze, and interpret datas, as well as
to design the strategy of Indonesian Maritime
nexus using Regional Security Complex Theory
(RSCT). The Indonesian government needs
to design an outward looking strategy in the
design of the Indonesian Maritime nexus to
counteract other countries’strategies that could
threaten the resilience of the Unitary Republic
of Indonesia, particularly in relation to the
island reclamation and military capability in

the South China Sea.

Keywords: Indonesia, Souths China Sea,
Maritime Nexus, Regional Security Complex
Theory (RSCT).
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MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-
TERRORISM IN INDONESIA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 197-208

Indonesian Military (TNI) involvement in
counter-terrorism basically has its historical
background.  Before Indonesian  political
reform 1998, the military played as a main
role in counter-terrorism in both domestic and
international context. Along with the Indonesian
political reformation in 1998 and the separation
of military (TNI) and police (Polri), the problem
of terrorism has considered as criminal acts
that put the Police to perform as main role
and the TNI as supporting role. However, the
discourse to restore TNIs authority (as main

role) on counter terrorism continues to emerge.
This paper argues that TNI involvement in
certain degrees and contexts can indeed support
counter-terrorism efforts in Indonesia. However
it is important to note that giving the TNI's equal
authority with the Police (in counter terrorism)
would impacted to serious problems, such as:
counter-productive to counter-terorrism efforts
and the development of TNI professionalism, or
even risk Indonesia s democratic life.

Keywords:  Indonesian ~ Military  (TNI),
Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

DDC: 362.8
Yustina Trihoni Nalesti Dewi

STRENGTHENING PROTECTION OF
WITNESS AND VICTIMS
ON THE HUMAN RIGHTS COURT

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 209-226

Indonesia’s Human Rights Tribunal for
East Timor, Tanjung Priok and Abepura who
have handled 18 cases, are not credible because
they contain many defects and weaknesses and
deny humanitarian standards. One reason is
that the Human Rights Court can not guarantee
the protection of witnesses from threats and
pressure. Whereas the protection of witnesses
is particularly important in gross violations
of human rights because perpetrators usually
have the authority, power and resources to
remove evidence, influence law enforcement
officers or intimidate witnesses. Whereas
witnesses are usually weak parties especially
in power relations with defendants. This paper
is intended to describe the need to improve the
protection of witnesses, especially in the context
of legislation to support its ability to contribute
to the creation of a fair trial of the Human
Rights Court.

Keywords: Human Right, Court, Victim
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GOVERNMENT RESPONSE IN DEALING
WITH THE DEVELOPMENT AND
INFLUENCE OF ISLAMIC STATE
MOVEMENT IN INDONESIA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 227-242

The self-declared “caliphate” of Abu Bakr
al Bagdadi on October 2014, known as The
Islamic State (formerly known as the Islamic
State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of
Jihadist organization that aims to form an Islamic
State (caliphate) over the region. The impact
of IS action caused the Islamic State existence
gain attention from other countries and actor in
international relation. Some of them are giving
their support to IS while some others are opposed
it. Indonesia has its long history in dealing with
violent and threat caused by Islamic movement
in some areas. From Indonesian background of
movement, the movement of IS gain attention
from Indonesian Islamist organizations and they
started to declare their support for Islamic state.
It worries Indonesian government because of its
local militant attempts to mobilise Indonesian
people to join jihad in Iraq and Syria. From
the discussion mention above, this article will
talks about the development of Islamic State
in Indonesia and how it affects Indonesia
condition. Besides that, the writing will also
apply theory on decision making to discuss on
how Indonesian government response to deal
and face the influence of Islamic State. The
research shows that Indonesia gives attention
to the concept of a global caliphate which is
introduced by IS. The threat of Islamic State that
spread around Indonesia motivated Indonesian
government to response not only to Islamic
States’ideology and its barbaric actions, but it
also to Islamic States’ attempted subversion of
Indonesia nationalism.

Key words: Indonesia, influence, Islamic State,
response
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FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL
OLIGARCHY NETWORK

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 243-264

Familial ties is one of the influential
factors behind the rise of female local leaders.
By using qualitative method this study examined
two female local leaders namely Airin Rachmi
Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah
in Indramayu, who have emerged by means of
familial ties factor. It focuses to reveal the socio-
political, economic and historical features that
have facilitated their political rise. Additional
data was obtained through questionnaires
in order to evaluate their performance in
enhancing local democratization, including
commitment on practical gender interests. This
study reveals that the female local leaders, who
come from strong familial ties background, are
actually part of local oligarch. As consequences,
they experienced difficulties in maintaining
independency to the local oligarch, which
resulted in weak performance to enhance local
democratization, as well as, practical gender
interests in the region.

Keywords: female local leader, familial ties,
local democratization, practical gender interest.
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INTERNAL FACTION AND CONFLICTS
OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA
ERA REFORMATION

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 265-279

Internal conflicts and party divisions are
complex issues that have been experienced by
almost all of big parties in the Indonesia during
the reform era. Conflict is inevitable even
though the Political Party Law has specifically
regulated party conflicts and ways to end the
conflicts. This qualitative research finds factors
that cause the conflictincluding party ideologies,
the institutionalization of personal and
oligarchic party leadership, uninstitutionalized
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party coalitions, the inefectivity of formal legal
rules, and a combination of open proportional
systems, direct election systems and extreme
multiparty systems. Conflict is a problem that
has a negative impact on the party because it
can disturb party recruitment and its electoral
performance. Therefore, the effort to prevent
and resolve the conflict is a essential.

Keywords: Faction, Political Party, Conflict,
Reformation
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TAKING RELIGION MORE SERIOUSLY:
BEYOND SECULAR ASSUMPTION IN
STUDYING RELIGION AND POLITICS IN
INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 281-288

This review looks at two important recent
publications by leading scholars on Indonesian
politics namely Vedi Hadiz's Islamic Populism
in Indonesia and the Middle East, and Michael
Buehler's The Politics of Shari’a Law: Islamist
Activists and the State in Democratizing
Indonesia. Both publications have advanced

the literature analytically by offering new
approaches in a literature that is saturated by
culturalist and, more recently, institutionalist
arguments. Buehler's book, however, is better-
equipped in meeting the challenge offered by
Benedict Anderson to understand the unique
motive of vreligious politics in Indonesia
than Hadizs book. Buehler has managed to
acknowledge the success of Islamist politics
in Indonesia in asserting religious laws in the
public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the
case of Indonesia as a case of failure of Islamist
politics primarily by relying on the electoral
performance of Islamist actors as an indicator.
Ultimately, the two publications should be
welcomed warmly by the student of religion and
politics in Indonesia.

Keywords:  Islamist  politics, Indonesian
politics, Islamic populism, Shari’a bylaws,
Democratization.
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Abstract

This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi
Hadiz s Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, and Michael Buehler s The Politics of Shari’a Law:
Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Both publications have advanced the literature
analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently,
institutionalist arguments. Buehler’s book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by
Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadizs book. Buehler
has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public
sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by
relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be
welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.

Keywords: Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari’a bylaws, Democratization.
Abstrak

Review ini membedah dua buku penting dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul masing-masing Islamic
Populism in Indonesian and the Middle East dan The Politics of Shari’a Law: Islamist Activist and the State in
Democratizing Indonesia. Dua publikasi ini telah memajukan literature tentang agama dan politik di Indonesia
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dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang
selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson
untuk memahami motif unik dari politik kaum relijius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz,
di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat
dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indicator.
Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Kata kunci: Politik kaum Islamis, Politik Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia, Demokratisasi.

Introduction

One central puzzle in contemporary Indonesian
politics concerns the weak performance of
Islamic parties in the electoral arena. The number
of votes for Islamic parties in recent elections in
Indonesia taken together has never exceeded their
initial milestone in the 1950s. In fact, the votes of
the majority Indonesian Muslims are by and large
evenly distributed to both secular nationalist and
Islamic camps.' This observation often suggests
the ability of secular nationalist parties to carry
out the Islamic aspiration of Indonesian voters.
The failure is especially puzzling in light of the
success of Islamic politics® outside the general
election. Political Islam as a social force has
been able to asserts its religious agenda in the
public sphere as indicated by the successful
issuance of Sharia bylaws at the subnational
level in Indonesia after democratization and
decentralization.* The two books under review
here attempt at partially or squarely solving this
puzzle.

' A.R. Baswedan, “Political Islam in Indonesia:
Present and Future Trajectory,” Asian Survey, Vol.44,
No.5 (September/October 2004): 669-690.

2 Sunny Tanuwidjaja, “Political Islam and Islamic
Parties in Indonesia,” Contemporary Southeast Asia,
Vol.32, No.1 (April 2010): 29-49.

*Throughout this review, I will utilize Islamic politics
and Islamist politics interchangeably. Although I am
aware of the distinction between the two concepts
of Islamist and Islamic, I mainly refer to the politics
of asserting religious agenda in the public sphere by
various actors claiming to represent Islam as a political
community.

*Robin Bush, “Regional Sharia Regulations in
Indonesia: Anomaly or Symptom?” in Greg Fealy &
Sally White (eds), Expressing Islam: Religious Life
and Politics in Indonesia, (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2008): 174-191.

Vedi Hadiz commences his argument by
situating Indonesia comparatively in the larger
universe of Muslim majority countries. His book
Islamic Populism in Indonesia and the Middle
East asks what explains the different outcome of
Islamic politics across the Muslim world. Why,
for example, does the AKP in Turkey manage to
reign politically and to assert dominance over the
state while its counterpart, PKS (Partai Keadilan
Sejahtera), in Indonesia consistently fails to do
so? Concretely, Hadiz examines three diverse
cases; the positive case of Turkey, the negative
case of Indonesia, and the middle-value case of
Egypt where the Muslim Brotherhood managed
to win the electoral game only to find their victory
rolled over by the military later on.

Approaching the problem at hand with
the optics of populism, Hadiz suggests that the
variation in the outcome of Islamist politics
is accounted for by (i) the degree to which
the Islamist actors manage to craft a cohesive
cross-class alliance and by (ii) the presence
of a cohesive political vehicle to represent the
ummah. In Ernesto Laclau’s original formulation
of populism, this is the moment when the sectoral
plebs are transcended into the universal populus
thus empowering the populist political project.’

Indonesia and Turkey

Hadiz does not confine his discussion only to
those three cases above. He touches lightly upon
several other cases in the Muslim world, such as
Iran and Tunisia, to arrive at his conclusion. The
thrust of his theoretical insight, however, stems
from the juxtaposition of the two empirical cases
of Turkey and Indonesia.

The Indonesian case demonstrates that
cross-class alliance and a cohesive political

SErnesto Laclau, On Populist Reason, (London:
Verso, 2005).
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vehicle representing the ummah as the two critical
variables explaining a successful trajectory
of Islamic politics are largely absent. Hadiz
suggests that PKS as one main actor of Islamic
politics fail to forge alliance with big Chinese
bourgeoisie as is seen in their poor maneuver to
open party membership to non-muslims.® This
failure of crafting a cross-class coalition with the
big Chinese bourgeoisie has historical precedent,
namely in the genesis of the old Islamic populism
during the colonial era. The genesis of the
old Islamic populism in Indonesia concerns
an antagonism between indigenous, Islamic
petty bourgeoisie and the foreign bourgeoisies
represented by the colonial government and
the Chinese. The constitution of the notion of
ummah, therefore, includes a deliberate exclusion
of the ethnic Chinese from the notion of the
‘people’.” This exclusion contributes to the
difficulty in forging a cross-class coalition as the
anti-Chinese sentiment persists and the Chinese
dominate sectors of the Indonesian economy.

In addition to the failure of crafting a
cross-class alliance, PKS also finds itself
in such a narrow space among the already
established organizations and parties such as
NU, Muhammadiyah, and PPP in its effort to
represent the ummah. The more radical section of
the Islamic civil society also does not find itself
in agreement with PKS as a political vehicle.®

Historically, this problem of fragmentation
ofthe ummah is not novel at all. During the period
of Liberal Democracy in the 1950s, Masjumi
and NU were also unable to forge a cross-class
alliance to support their Islamist political project.’
Similarly, during the New Order ICMI was also
unable to mobilize various sectors of the Islamic
ummah as it was against the “floating mass”
policy of the Soeharto’s regime.!® Ultimately
Hadiz argues that this fragmentation of the

¢ Vedi Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the
Middle East, (Cambridge: Cambridge University
Press, 2016), pp.178.

" Hadiz, Islamic Populism, pp.72.
8 Ibid., pp.147-148.

% Ibid., pp.153.

10 Ibid., pp.154.

ummah, understood in class terms, explains the
inability of Indonesia’s Islamic populism to take
over the state unlike their counterpart in Turkey.

The Turkey case, in contrast to Indonesia,
demonstrates an emergence of successful
cross-class alliance and a presence of a cohesive
political vehicle. To begin with, Turkey does
not have the historical baggage of existing
‘alien’ capital within Turkish society and an
antagonistic sentiment toward it. This modality
endows Turkey with a better possibility to
develop bridges between its indigenous Muslim
bourgeoisie and various other classes such as
the urban poor and the big bourgeoisie.!' Also,
the AKP operates with a greater ease to make
incursion into the urban poor through provision
of services such as health care. These activities
are largely supported by the Gulen movement as
both the representative of big Turkish bourgeoisie
and AKP’s major ally. It is important to note
that the Gulen movement has not only serviced
Turkey but also various other countries.'? This
transnational capacity speaks volumes about
the significance of the Gulenist as an ally. In
contrast, its counterpart in Indonesia has found
it challenging to make an incursion to the urban
poor as this sector has been a traditional domain
of the secular-nationalist, Soekarnoist populism
represented by PNI in the past and PDI-P in the
present.'?

Remarkably, Hadiz observes that these
varying trajectories of Islamic politics across
the Muslim world take place within the context
of the demise of its secular Left adversary. All
the three cases share a history of a narrowing
political space after the eradication of the secular
Left by a brief alliance between the military and
the Islamist. Consequently, Islamic politics in
the three countries is virtually without a serious
contender in capturing the imagination of the
masses in crafting populist political project.
The fact that the trajectories of Islamic politics
still vary demonstrates that even in the context
of the absence of external competition, the
process of transcending the plebs into populus

" Jbid., pp.72.
121bid., pp. 44.

Bbid., pp. 45.
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through crafting an imagination of a nationalized
ummah 1is not a foregone conclusion. Nothing
is inevitable about the emergence of Islamic
populism. Hadiz has successfully demonstrated
that fragmentation within Islamic front is a severe
internal impediment for a successful populist
political project.

The Secular Assumption: Treating
Religious Politics like Its Secular
Counterpart

Hadiz’s book is a significant contribution to
the study of religion and politics in Indonesia
especially due to its comparative perspective.
Works on Indonesian politics with comparative
perspective are almost literally non-existent, let
alone those that aim at a theoretical contribution
at the disciplinary level. Hadiz’s work, therefore,
stands arguably unrivaled in comparison to
its contemporary counterparts. However,
this magnum opus is not without its own
shortcomings.

Two of them merit attention; the first is
empirical, the second is theoretical. Empirically,
the assertion that there is an absence of a cross-
class coalition in Indonesia especially between
Islamic petty bourgeoisie and the big Chinese
bourgeoisie overlooks the fact that the cross-class
alliance could take place between the Islamic
petty bourgeoisie and the big native bourgeoisie.!*
There was an emergence of groups of big native
bourgeoisie in the mid-1980s to the early 1990s
mainly as an effect of the Keppres 10 policy during
the New Order. These pribumi big bourgeoisies
includes, among others, Soeharto’s children and
families, the groups at KADIN, and those new
riches dubbed ‘the Ginandjar boys.’!> Hadiz

!4 Part of the problem here is that Hadiz does not
provide clear indicators differentiating the class of
bourgeoisies. It is difficult to know whether a certain
wealth-endowed actor belongs to Islamic petty
bourgeoisie or to big pribumi bourgeoisie.

s Mentions of this emerging pribumi bourgeoisies
include, for instances, in Kartasasmita’s own
interview. See Ginandjar Kartasasmita, Managing
Indonesia’s Transformation: An Oral History
(Singapore: World Scientific Publishing, 2013), pp.
408, and Ayako Masuhara, The End of Personal Rule

recently discusses how the oligarchs are playing
identity politics in contemporary Indonesia to
explain the recent eruption of Islamic mass rallies
in Jakarta.'® Could it be that this outbreak of
mass rallies a symptom of a cross-class alliance
between Islamic bourgeoisies, both petty and
big, and the urban poor? The fact that Soeharto’s
children were observed actively wooing the
Muslim masses with their mass prayer during the
Jakarta gubernatorial election might be indicative
of this effort of forging cross-class coalition.’
The later success of Anies Baswedan’s campaign
which was backed by Gerindra and the populist
Islamic masses is therefore one of a successful
cross-class coalition.'®

Theoretically, taking aside Hadiz’s somewhat

non-conventional take on a comparative
methodology,'” one would find the strongest

in Indonesia: Golkar and the Transformation of the
Soeharto Regime (Kyoto: Kyoto University Press,
2015), pp, 255 tn.23. For a more journalistic piece,
see George Junus Aditjondro, “GJA-Bisnis Keluarga”,
Apakabar Archive, , https://www.library.ohio.edu/
indopubs/1998/03/20/0038.html. Accessed November
22,2017.

©See Vedi R. Hadiz, “The Indonesian Oligarchy’s
Islamic Turn?”, Australian Institute of International
Affairs, http://www.internationalaffairs.org.au/
australianoutlook/indonesian-oligarchys-islamic-
turn/. Accessed November 22, 2017,

17See Nurul Fitri Ramadhani, “Soeharto Family Gains
Momentum for Political Revival, The Jakarta Post,
March 13, 2017, http://www.thejakartapost.com/
news/2017/03/13/soeharto-family-gains-momentum-
for-political-revival.html. Accessed December 7,
2017,

18 Hadiz later concurs that there is an involvement of
oligarchic power behind the recent identity politics
in the Jakarta election. See Hadiz, The Indonesian
Oligarchy s Islamic Turn.

Y Hadiz’s take on comparative techniques to isolate
causal factors and eliminate rival hypothesis would
appear rather unconventional for a reader trained in
the more mainstream tradition. In fact, Hadiz does not
formalize his argument at all, thus making it difficult
to assess his causal logic. For example, the fact that he
highlights the legacy of the Cold War in the eradication
of the Left as an important explanatory factor should
be rather surprising given the most-different research
design he employs. For a more conventional take on
comparative historical techniques to probe causality
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critique to the book in Ben Anderson’s decades-
old challenge to students of religion and politics
in Indonesia. Situating Hadiz’s work squarely
within the study of religion and politics in
Indonesia, one could argue following Anderson
that the book still takes a secular assumption in
understanding the motive and goal of religious
politics.? Religious actors in the book cannot be
readily differentiated from secular actors in their
pursuit of power. In Hadiz’s treatment, Islamic
populism is up for taking over the state as its
ultimate goal as much as other secular actors. The
failure of Islamic populism as a political project
is therefore measured by its inability to win the
electoral contest.

This secular bias of treating Islamist actors
as undifferentiated from secular actors stems
from our inability to understand “how religious
people use politics for religious ends” as
Anderson astutely observed in the 1970s. The
challenge is actually to understand the unique
motive of religious actors in their pursuit of
power. Hadiz’s assessment of the Indonesian
case will be different if he recognizes the unique
motive of religious politics. Anderson suggests
that the unique motive of religious politics in
Indonesia, in this case Islamic politics, is “to
preserve and extend religious way of life.””
Enforcement of religious laws arguably is a
central part of extending religious way of life to
the public sphere. The motive of implementation
of the religious law is distinct from the motive
of seizing state power. The latter is a means
of achieving the former. Seen primarily from
the perspective of this motive, Islamic politics
in Indonesia has made a considerable gain.
Indonesia after democratization witnessed the
proliferation of sharia bylaws at the subnational
level and an increase in the enforcement of

see James Mahoney, Erin Kimball, & Kendra Koivu,
“The Logic of Historical Explanation in Social
Sciences”, Comparative Political Studies, Vol. 42,
No.1 (January 2009): 114-116.

2 Benedict R. O’G. Anderson, “Religion and Politics
in Indonesia since Independence”, in Benedict R.
O’G. Anderson et. Al, Religion and Social Ethos in
Indonesia, (Clayton: Monash University, 1977), pp.
21-32.

2 Anderson, Religion and Politics., pp.24.

religious laws in the public sphere. This success
takes place despite the electoral failure of Islamic
parties. As a matter of fact, secular nationalist
parties are the dominant actors passing these
bylaws. Buehler’s book discussed below attempts
at squarely solving this puzzle.

The Effect of Democratization:
Explaining Proliferation of Sharia
Bylaws in Indonesia

After democratization in 1998, Indonesia has
witnessed what several scholars dub Islamization
of politics. This process is evident in the various
religious regulations passed at the district and
provincial level across Indonesia. In total, there
were 443 sharia regulations passed between
1998 and 2013 clustering in 6 provinces of
Aceh, West Java, East Java, West Sumatra,
South Kalimantan, and South Sulawesi.?> By
any standard, this development is a remarkable
shift from the situation during the New Order
where enforcement of religious laws in the public
sphere was mainly absent. Following Anderson’s
suggestion, we should see this as a success of
Islamic politics instead of failure.

Buehler’s timely book attempts at explaining
this exact variance of the success of Islamic politic
in Indonesia. Why have the Islamist parties failed
in the electoral game while Islamist movement in
civil society succeeded in asserting their religious
agenda onto policymaking? Buehler argues
that the answer lies in the dynamics located
both within the state and within state-society
relations. From within the state, the nature
of elite formation has changed considerably
following democratization. The nature of elite
formation during Soeharto’s New Order was
more centralized and revolve around the decision
of the smiling general. In contrast, the nature of
elite formation after democratization is more
decentralized and geared toward intensified
intra-elite horizontal competition in an election.?

2 Michael Buehler, The Politics of Sharia Law:
Islamic Activist and the State in Democratizing
Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press),

pp. L.
% Buehler, The Politics, pp. 69-89.
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The emerging intra-elite competition in
election takes place in a context of the absence of
reliable party machines. As a consequence, elites
reach out to informal networks within society to
win election game. Islamist networks incubated
during the New Order reap benefit from this intra-
elites competition as they can barter electoral
support with influence toward policymaking.
The central role of Islamist networks, therefore,
explains the geographical distribution of sharia
bylaws that cluster around six provinces where
historically the Islamist movement was strong.

The Islamist Networks in West Java and

South Sulawesi

From within state-society relations, Buehler
argues that the need to reach out to the electorates
as a consequence of the introduction of local
election is critical to the proliferation of Sharia
bylaws. Buehler first demonstrates that state-
society linkage in West Java and South Sulawesi
as seen from the landownership structure is less
tight as state elites do not have direct control
over the subsistent landowning population.?*
The case of West Java and South Sulawesi he
is discussing are treated as emblematic of the
six sharia provinces. As a consequence of this
disjointed state-society relations, the electorate
is independent and has to be won over instead
of controlled. In the business of winning over
independent voters politicians are primarily
dependent on informal networks of Islamist
organizations proliferating after democratization
instead of the weak party machines.

The Islamist groups that emerged in West
Java after democratization include among
others Gerakan Reformasi Islam (GARIS),
Front Pembela Islam (FPI), and Gerakan Anti
Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS). Some
notable individuals from the New Order days are
behind these organizations. For instance, Ahmad
Sumargono of KISDI and Anwar Haryono
from DDII are behind GARIS. These Islamist
groups are numerous and varied considerably
but are loosely connected by shared histories of
having ties with either survivor of Darul Islam
movement or Tanjung Priok massacre. They

» Ibid., pp. 92-102.

organize through the many pesantrens and the
majlis taklim that they carry out regularly. Their
leaders have followers in the number of tens of
thousands or hundreds of thousands.?

In contrast to the scattered and decentralized
groups in West Java, the Islamist groups in
South Sulawesi are more coordinated and
revolved around Komite Persiapan Penegakan
Syariat Islam (KPPSI) and Forum Umat Islam
(FUI). Interestingly, KPPSI does not register its
members and internally is elitist in nature. Like
their counterparts in West Java, KPPSI also has
ties to Darul Islam movement. Abdul Aziz Kahar
Muzakkar, the chairman of its executive body, is
the son of Kahar Muzakkar, the leader of Darul
Islam movement in South Sulawesi.

What both the Islamist groups in Sulawesi
and West Java have in common is their political
lobbying endorsing politicians that they deem
will support their Islamist agenda. FPI, for
instance, issues maklumat politik or political
declaration in the run-up to elections and send
this declaration to journalists through emails
complete with a hyperlink to pages in online
Qur’an.?® The Islamist groups also try to work
closely with state elites to draft Sharia bylaws
by presenting the elites with naskah akademik
or academic feasibility studies of these bylaws.?’
In addition, the Islamist groups organize public
gatherings, workshop, and mass rally in the
form of Tabligh Akbar to show support for
religious legislation. All these lobbying activities
demonstrate that the Islamist groups are very
coordinated and thus promising for politicians to
tap into their resources once they encounter the
society in the run-up to elections. The issuance
of Sharia bylaws is the outcome of this marriage
of convenience between politicians aiming at
winning over electorates and the Islamist group
as the most coordinated community organizers.

» Ibid., pp. 133-141
% Ibid., pp. 147.

27 Ibid.
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Conclusion: A Step Forward in the
Literature

Buehler’s heightened attention to the Islamization
of politics, apropos Anderson’s suggestion,
arguably is a promising direction in the study of
religion and politics in Indonesia. His assumption
in approaching contemporary Indonesian Islamist
politics is arguably better-equipped in meeting
Anderson’s challenge than Hadiz’s secular
assumption. Buehler’s temporal focus to post
democratization Indonesia, however, perhaps
constitute a shortcoming in his overall argument.
His empirical cases concern only the issuance
of Sharia bylaws at the subnational level after
1998. This empirical focus, as a consequence,
excludes a larger dynamic at the national level
pre-1998. One would not be too far-fetched to
argue that state-religion relations in Indonesia
have been shifting considerably toward the
accommodation of the Islamist agenda at least
since the early 1990s. This shift is brought
into relief most clearly in the establishment
of ICMI and the accommodation to ‘regimist
Islam’ during the later days of the New Order.?
Buehler’s argument, unfortunately, does not
travel well to explain shifting relations between
Islam and the state during the New Order at the
national level mainly due to the absence of the
institutional effect of democracy on the intra-elite
competition.

These minor comments on the assumption
and argument of the two books are not intended
to discount their serious contribution to the study
of religion and politics in Indonesia. Hadiz’s and
Buehler’s approach of seeing Islamist politics
in Indonesia through the optics of, respectively,
populism and state-society relations should be
received as a long-overdue intervention in a
literature long saturated by culturalist and, more
recently, institutionalist arguments.” Following

2% See Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and
Democratization in Indonesia, (Princeton: Princeton
University Press, 2000).

»See Iqra Anugrah’s trenchant critique to the literature
of Indonesian Islam in Iqra Anugrah, “Recent
Studies on Indonesian Islam: A Sign of Intellectual
Exhaustion?”, Indonesia, No.100 (October 2015),
pp. 105-116.

Buehler, the literature can take more seriously the
gain made by Islamist activist in the proliferation
of Sharia bylaw as an important outcome to
be explained. From both Hadiz and Buehler,
the literature should engage fresh analytical
and methodological approaches in scrutinizing
Islamic politics in Indonesia. Students of religion
and politics in Indonesia should welcome the
insights and theoretical contribution of the
books, which have moved the ball forward in the
literature, with delight.
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Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain Vertikal Horizontal
Pemantapan kepengurusan partai Pemantapan soliditas elite partai
Internal hingga level terendah pada level DPP
Sosialisasi agenda politik Pemantapan agenda politik
menyambut pemilu
Pembangunan, pemeliharan dan Penjajagan koalis1 dengan partai-
Eksternal pemantapan dukungan masyarakat partai lain dan kalangan institusi-

mstitusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:
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Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu
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tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar,
waktu, h., nonor halaman, titik. Contoh:
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ISEAS Publishing.
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Ufen, A. 2008. “From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia”.
South East Asia Research, 16 (1): 5-41.
¢. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama
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11. Pengiriman Artikel:

v" Naskah dikirim dalam bentuk printout sebanyak 2 eksemplar beserta soficopy ke alamat
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